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ORINEWS.id  –  Kuasa  hukum  Tom  Lembong,  Ari  Yusuf  Amir
mengungkapkan kliennya bakal melakukan upaya praperadilan usai
ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula
oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ari  menuturkan  untuk  saat  ini,  tim  kuasa  hukum  masih
menyiapkan  segala  bahan  pengajuan  praperadilan.

“Hari ini, kita masih kumpul semua tim untuk membahas rencana
kita untuk mengajukan praperadilan. Tetapi, itu belum kita
putuskan secara tuntas karena semua pertimbangan-pertimbangan
lagi dikaji terus dan bahan-bahan lagi kami siapkan,” ujarnya
dikutip dari YouTube metrotvnews, Minggu (3/11/2024).
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Kendati  demikian,  Ari  mengungkapkan  kemungkinan  besar
keputusan pengajuan praperadilan Tom Lembong bakal diumumkan
pada Senin (4/11/2024) besok.

“Memang banyak hal yang kita pertimbangkan, tapi besok insya
Allah sudah ada keputusannya,” jelasnya.

Ari menjelaskan, secara garis besar, pengajuan praperadilan
ini  terkait  penetapan  tersangka  terhadap  Tom  Lembong  oleh
Kejagung.

Padahal, menurutnya, mantan Menteri Perdagangan (Mendag) tahun
2015-2016  ini  bersikap  kooperatif  saat  diperiksa  menjadi
saksi.

Selanjutnya, Ari mengungkapkan praperadilan yang diajukan ini
untuk membuka bukti yang dimiliki Kejagung sehingga menetapkan
Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula.

“Nah  yang  menjadi  pertanyaan  kita  dan  publik  adalah  ada
urgensi apa di hari itu, ditemukan bukti apa di hari itu,
didapatkan  keterangan  apa  pada  hari  itu,  sehingga  merubah
statusnya menjadi tersangka yang terlampau cepat.”

“Lalu apakah urgensinya dilakukan penahanan? Berkali-kali saya
sudah sampaikan, penahanan ini adalah upaya paksa yang tidak
perlu  dilakukan  karena  beliau  kooperatif,  tidak  mengulangi
perbuatannya,  dan  beliau  tidak  akan  menghilangkan  barang
bukti,” jelasnya.

Ari  juga  mengungkapkan  pihaknya  mempertanyakan  pertimbangan
Kejagung terkait penetapan tersangka kepada Tom Lembong bahwa
yang bersangkutan membuat negara rugi buntut kebijakan yang
dibuat.

“Kalau  soal  kebijakan-kebijakan,  semua  menteri  mengambil
kebijakan, bisa benar bisa salah. Tapi, apakah kebijakan itu
pidana atau tidak apalagi pidana korupsi, itu memenuhi unsur-
unsur yang sudah jelas seharusnya dan limitatif,” katanya.



Kejagung Soal Penetapan Tersangka Tom Lembong
Sebelumnya, Kejagung menyebut penetapan Tom Lembong sebagai
tersangka kasus dugaan korupsi impor gula tidak perlu adanya
pembuktian penerimaan aliran uang.

“Apa harus ada aliran dulu baru disebut sebagai tindak pidana
korupsi?” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar pada Kamis
(31/10/2024).

Harli lalu mengungkapkan dari bukti yang didapatkan, penyidik
yakin  bahwa  kerugian  negara  akibat  kebijakan  Tom  Lembong
semasa menjadi Mendag ada unsur perbuatan korupsi.

Kejagung  mengatakan  aturan  yang  ditandatangani  Tom  Lembong
sehingga ada 8 perusahaan swasta bisa mengimpor gula kristal
mentah  (GKM)  telah  melanggar  aturan  karena  seharusnya
perusahaan  yang  dapat  mengimpor  adalah  BUMN.

“Apakah peristiwa itu bisa muncul kalau tidak ada regulasi.
Apakah regulasi itu benar? ujar Harli.

Senada, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Abdul
Qohar  juga  mengungkapkan  seseorang  ditetapkan  menjadi
tersangka  korupsi  tak  harus  terlihat  aliran  uangnya.

“Untuk menetapkan tersangka ini kan tidak harus seseorang itu
mendapat aliran dana,” ujarnya pada Kamis (31/10/2024).

Qohar menuturkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor diuraikan
bahwa korupsi tidak cuma soal memperkaya diri sendiri saja.

Namun, sambungnya, jika seseorang telah menguntungkan orang
lain atau perusahaan, maka itu melanggar hukum.

“Ketika memenuhi unsur bahwa dia salah satunya menguntungkan
orang lain atau korporasi, akibat perbuatan melawan hukum,
akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya,
karena  jabatannya,  dia  bisa  dimintai  pertanggungjawaban
pidana,” pungkasnya. []


